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BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 7 1-,1,..,,, ?r>13 

TENT ANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASJ PUBUK 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi 
yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan 
Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten 
Pinrang; 

b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan 
Dokumentaa! Pemerintah Ka bu paten Pin rang 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci 
Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan keadaan dan peraturan 
perundang-undangan schingga pcrlu diganti; 

c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan 
Pelayanan Inforrnui Publik; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 
1882); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang 
Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan, 
scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik t 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2020 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEOOMAN PENGELOLAAN 
PElAYANAN INFORMASI PUBLIK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah ot.onom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggal1l8n uruaan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah mcnurut a.aas otonomi dan 
tugas Pelakaana.an dcngan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Keaaruan Republik 
Indonesia, eebagaimana dimaksud dalain Undang-Undang 
Dasa.r Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRO adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pinrang. 

7. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan 
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan peaan, 
be.ik data, fakta maupun peajelasannya yang dapat dilihat, 
didengar, dan dibaca yang disajikan dalain berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkemba.ngan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik I ataupun non elektronik. 
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8. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, 
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan 
eua.ra untuk bahan lnformaai Publik. 

9. lnfonnasi Publik adalah Jnformasi yang dihaailkan, 
disimpan, dikelola, dilcirim, dan/atau diterima oleh suatu 
Badan Publik yang berkaitan dcngan pcnyclenggara dan 
penyelenggaraan ncgara dan/atau penyclcnggara dan 
penyclenggaraan Badan Publik lainnya serta lnformaai lain 
yang bcrkaitan dengan kepentingan publik. 

10. Pejabe.t Pengelola lnfonnasi dan Dokumentasi yang 
selanjutnya dis.ingkat PPID adalah pejabat yang 
bertanggung jawab di bidang pcnyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 
lnformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri 
dari PPID dan PPID Pelaksana. 

11. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan 
langsung pejabat yang ditetapkan sebagai PPID. 

12. Pengelola Pelayanan lnformasi Publik yang selanjutnya 
disingkat PPIP adalah suaunan pengelola layanan 
lnformasi Publik di lingkungan Pemerintah Oaerah. 

13. Perangkat Daerah adalah unaur pembe.ntu Bupati dan 
DPRD dalem penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 

14. Standa.r Operaeional Proaedur yang selanjutnya dieingkat 
SOP adalah aerangkaian pctunjuk tertulis yang dibakukan 
mengenai proses pcnyelenggaraan tugas-tugas PPID. 

15. Daftar lnfonnasi Publik yang selanjutnya d.isingkat DIP 
adalah catatan yang berisi keterangan aecara sistematis 
tentang aeluruh lnformaei publik yang berada di bawah 
penguasaan Pcmerintah Daerah tidak tennasuk lnformaei 
yang dikecualikan. 

16. Ruang Pelayanan lnlbnnasi yang selanjutnya disingkat 
RPI adalah tempat pclayanan Informasi Publik dan 
berbagai lnformaei lainnya yang bertujuan untuk 
memfasilitasi pcnyampaian lnfonnasi Publik. 

17. Sistem lnformasi Publik yang aelaajutnya disingkat SIP 
adalah aistem penyediaan layanan lnformasl seca.ra cepat, 
mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Unda.ng 
Keterbukaan Jnformasi Publik. 

18. Laporan Leyanan lnformaai Publik yang ae\anjutnya 
disingkat WP adalah laporan yang berisi gambaran umum 
kebiJakan teknis lnform.s.si Publik, pelaksanaan pelayanan 
lnformasi Publik, dan rekomendas1 serta rencana tindak 
lanjut untuk meningkatkan kualitas pclayanan lnformaai 
Publik. 

19. Sengketa lnformaai Publik ada.lah sengketa yang terjadi 
anta.ra Sadan Publik dengan Pemohon lnformasi Publik 
dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan 
dengan hak mempcroleh dan/atau menggunakan 
lnformaai Publik berdaaarkan peraturan perundang 
undangan. 

20. Komisi Informaai adalah lembaga mandiri yang berfungsi 
menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan 
lnformasl Publik dan pcraturan pclaksanaannya, 
menetapkan pctunjuk teknis etender layanan lnfonnasi 
Publik, dan menyeleaa.ikan aengketa lnfonnasi Publik 
melalui mediasi dan/atau ajudika.ei nonlitig.a.ai. t 
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21. Pcnyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, mtelektua1, mental, 
dan/atau aensorik dalaln jangka waktu la.ma yang dalaln 
berintcraksi dengan lingkungan dapat mengalami 
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 
penuh dan efektif dengan warge. negara lainnya 
berdasarkan kcsamaan hak. 

22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan 
hukum, atau badan publik. 

23. Pcngguna lnfonnasi Publik adalah orang yang 
menggunakan Informasi Publik aebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

24. Pemohon lnformasi Publik adala.h warga negara dan/atau 
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 
lnfonnasi Publik eebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

BAB II 

TUJUAN 
Pa,aJ 2 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupa.ti ini meliputi· 
a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

yaitu transparan, cfektif dan cfisicn, akuntabel aerta dapat 
dipertanggungjawabkan; dan 

b. meningkatkan pengelolaan pelayanan Jnformasi Publik di 
lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan 
layanan lnfonnasi Publik yang berkualitaa. 

BAB Ill 

PENOELOLAAN PELA.YANAN INFORMASI PUBLlK 

Bagian Keeatu 
Umum 
Pa,aJ 3 

(1) Pengelolaan pelayanan Jnfonnasi Publik dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah melalui PPIP. 

(21 PPIP eebagaimana dimakaud pada ayat (I), terdiri dari 
a. Pembina; 
b. Atasa.n PPJD; 
c. PP10; 
d. PPI.D Pelaksana; 
e. Tim Pertimbangan; dan/atau 
f. Petuga.s Pelayanan lnformaai Publik. 

Pa,al 4 

(1) Struktur organisasi PPIP aebe.gaimana dimakaud dalarn 
pasal J ayat (2), terdirl darl : 
a. pembina dijabat oleh Bupati dan wakil Bupati; 
b. Atasan PPID dijabat o\eh Sekretarie Daerah; 
c. PPID dijabat oleh Kepa.la Perangkat Daerah yang 

membidangi urusa.n pe)ayanan lnfonna!Ji dan 
dokumentasi dan/atau kehumasan; I 
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d. PPID Pelaksana, dijabat oleh Sekretaris masing 
masing Perangkat Daerah atau pejabat yang 
membidangi tugas dan fungsi pelayanan lnformasi; 

e. Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan 
mempertimbangkan kompetensi dr bidang hukum, 
komunikasi, dan/atau pelayanan lnformasi Publik. 

f. Petugas Pelayanan lnfonnasi ditunjuk oleh Atasan PPID 
dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang 
pengelolaan dan/atau pelayanan lnfonnasi Publik; dan 

(2) dalarn melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana 
sebagaimana dimaJumd pada hurur d, dibantu oleh 
Pengelola Sekretariat dan RPI serta Pengelola Data dan 
Klasifikasi lnformasi; 

(3) Bagan struktur organisasi PPIP, tercantum dala!n 
Lampiran I, yang merupakan bagian lidak tcrpiaahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Susunan PPIP di lingkungan Pemerintah Daerah 
ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. 

(5) Dalam ha! Perangkat Daerah memiliki Unit Pelaksana 
Teknis/Unit Kerja, maka Kepa.la Perangkat Daerah dapat 
menunjuk PPID Unit Pelaksana Teknis/Unit Kerja 
dimaksud guna mendukung tugas pelayanan lnformasi di 
Lingkungan Perangkat Daerah terkait. 

Bagian Kedua 
Tanggung Jawab 

Paaal 5 

(1) Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan 
mengembangkan sistem Jaye.nan lnformasi Publik yang 
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, 
penyediaan, dan pelayanan lnformasi Publik, 
menyelesaikan keberatan ataa Pennintaa.n lnformasi 
Publik, eerta mewakili Pemerintah Daerah dalam hal terjadi 
sengketa infonnasi. 

(2) PPID bertanggungjawab melabanakan layanan lnfonnasi 
Publik yang melipuli proses penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan lnfonnasi 
Publik lingkup Pemerintah Daerah. 

(3) PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu 
pelaksanaan !aye.nan lnfonnasi Publik yang meliputi 
proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 
pelayanan lnfonnasi Publik di masing-masing unit 
kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat 
daerah/aebutan lainnya. 

(4) Tim Pertimbangan benanggungjawab membantu 
merumuakan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi 
Publik, dan Infonnaai yang dikecualikan. 

(SJ Petugaa Pelayanan lnformaai Publik bertanggungjawab 
menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Jnfonnasi 
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d. PPID Pelaksana, dijabat oleh Sekretaris masing 
masing Perangkat Daerah atau pejabat yang 
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Lingkungan Perangkat Daerah terkait. 
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Bagian Ketiga 
1'ugas dan Kewenangan 

Paoal 6 
(I) Atasan PPID bertugaa: 

a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; 
b. menyusun arah kebijakan layanan lnformasi Publik di 

lingkup Pemerint.a.h Oaerah; 
e. menyelesaikan keberatan ataa Permintaan lnfonnasi 

Publik; 
d. mewakili Pemerintah Daerah di dalarn proses 

pcnyelcaaian sengketa di Komisi lnfonnasi dan/atau di 
Pengadilan; dan 

e. mclakukan pembinaan, pengawaaan, evaluasi, dan 
monitoring atas pc\akaanaan kebijakan pelayanan 
lnfonnasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID 
Pelaksana. 

(2) DalaJn rangka mclakaanakan tugas sebagaimana dimakaud 
pada ayat (1), Ataaan PPID berwenang: 
a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelakaana; 
b menetapkan arah kebijakan layanan lnformasi Publik; 
c. memberikan tanggapan ataa kcberatan yang diajukan 

oleh Pemohon lnforma& Publik untuk ditindakJa,tjuti 
oleh PPID; 

d. menunjuk PPID untuk mewakili Pemerintah Daerah 
dalam proses penyelesaian sengkcta di Komisi lnfonnasi 
dan/atau di Pengadilan; dan 

e. menetapkan atratqp. dan metode pembinaan, 
pcngawaaan, evaluasi, dan monitoring atas pelakaanaan 
kebijakan Infonnafli Publik yang dilakukan oleh PPIO 
Pelaksana, Pejabat fi'ungsional dan/atau Petuga.s 
Pclayanan Jnformas.i. 

Paoal 7 
(l) PPID bertugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan 
lnfonnasi Pu blik; 

b. menyuaun laporan pelakaanaan kebijakan layanan 
lnformaai Publik; 

c. mengoonhnaaikan dan mengkonsclidaaikan 
pengumpulan dokumen lnfonnasi publik dari PPID 
Pelakaana, pejabat rungaional dan/atau Pctugaa 
Pelayanan lnforma.ai; 

d. melakukan veriftka.ai dokumen lnformasi Publik; 
e. melakukan uji konaekuensi atas lnfonnasi yang 

dikecualikan; 
f. menentukan Infonnaai Publik yang dapat diak11ea publik 

dan layak untuk dipublikaaikan; 
g. melakukan pengelolaan, pemellharaan, dan 

pemutakhiran De.ftar lnfonna.ai Publik; 
h. menyediakan lnfonnasi Publik eecara efektif dan efisien 

agar mudah diak11es oleh pubhk; dan 
i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluaai clan 

monitoring ataa pe)akaanaan kebijakan lnfonnasi Publik I yang dilakukan oleh PPID Pcl&ksana; 
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j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara 
berkaJa dan/atau seauai dengan kebutuhan; 

k. menugaskan PPID Pelakaana untuk mengumpulkan, 
mengelola dan memelihe.ra lnformaai Publik; dan 

I. membcntuk tim fasilitasi penanganan sengketa 
informasi untuk menangani aengketa Informaai yang 
ditetapkan melalui Keputusan Ata&an PPID; 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dnnaksud 
pada ayat (I), PPID berwenang: 
a. menetapkan kebijakan !ayanan lnformaai Publik; 
b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan 

Informaei Publik; 
c. menolak Pennintaan Jnformasi Publik dengan 

menyampaikan pertimbangan aecara tertulia apabila 
Informaai Publik yang dimohon termaauk lnformasi yang 
dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan 
PPID; 

d. meminta dan memperoleh lnformaai dari unit 
kerja/komponen/aatuan kerja yang menjadi cakupan 
kerjanya; 

e. menugaskan PPID Pelakaana dan/atau Petugas 
Pelayanan Infonnasi untuk membuat, mengelola, 
memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Jnfonnasi 
Publik; 

r. mengoordinasikan pemberian pelayanan lnformaai 
dengan PPIO Pelak&ana dan/atau Pejabat Fungaional 
yang menjadi cakupan kerjanya; 

g. menentukan atau menetapkan suatu lnfonnasi 
dapat/tidaknya diaklle8 o\eh publik; 

h. mendelegasikan pemenuhan perrnohonan lnfonnaai 
kepada PPlD Pelakaana; dan 

i. rnenetapkan strategi dan metode pembinaan, 
pengawaaan, evaJua.ai, dan monitoring atas pelakaanaan 
kebijakan tekni• lnformaai Publik yang dilakukan oleh 
PPID Pelaksana dan/atau Petugaa Pelayanan lnfonnasi. 

Pasal 8 

penyimpe.nan, 
clan pelayanan 

penyimpanan, 
dan pelayanan 

proses 
penyediaan 

(I) PPJD Pelaksana benugas: 
a. mernbantu PPID melakaana.kan tanggung jawab, tugaa 

dan kewenangannya; 
b. melakaanakan kebijakan teknis layanan Informasi 

Publik yang telah ditetapkan PPID; 
e. mengonsolidasikan proses 

pcndokumenta&an, penycdiaan 
lnformaai Publik; 

d. mengonsolidasikan 
pendokumentasian, 
lnformaal Publik; 

e. mengumpulkan dokumen Infonnaai Publik dari Petugaa 
Pelayanan lnformaai; 

f. mernbantu PPID melakukan verifikasi dokumen 
Infonnas1 Publik; 

g. membantu membuat, mengelola, mcmelihara, dan 
memutakhirkan Daftar Jnformaai Publik; dan 

h. menjamin keteniediaan dan ak9elerasi layanan lnformasi ' 
Publik agar mudah diaksea oleh publik. l 

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara 
berkaJa dan/atau seauai dengan kebutuhan; 
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Pasal 8 

penyimpe.nan, 
clan pelayanan 

penyimpanan, 
dan pelayanan 

proses 
penyediaan 

(I) PPJD Pelaksana benugas: 
a. mernbantu PPID melakaana.kan tanggung jawab, tugaa 

dan kewenangannya; 
b. melakaanakan kebijakan teknis layanan Informasi 

Publik yang telah ditetapkan PPID; 
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lnformaai Publik; 
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pendokumentasian, 
lnformaal Publik; 

e. mengumpulkan dokumen Infonnaai Publik dari Petugaa 
Pelayanan lnformaai; 

f. mernbantu PPID melakukan verifikasi dokumen 
Infonnas1 Publik; 

g. membantu membuat, mengelola, mcmelihara, dan 
memutakhirkan Daftar Jnformaai Publik; dan 

h. menjamin keteniediaan dan ak9elerasi layanan lnformasi ' 
Publik agar mudah diaksea oleh publik. l 



i. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis 
dan pelayanan Informasi Publik kepada PPID secara 
berkala dan aesuai kebutuhan. 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebe.gaimana dimaksud 
pada ayat (I), PPID Pelaksana berwenang; 
a. meminta dokumen lnformasi Pu blik dari Petugas 

Pelayanan lnformasi di Sadan Publik; 
b meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan lnfonnasi 

dt Sadan Publik dalam melaksanakan pelayanan 
Informasi Publilc; dan 

c. menuga.skan Petugas Pelayanan lnformasi untuk 
rnenyiapkan dokwnen untuk membantu PPJD dalam 
melaksanakan pengujian konsekuenai ataa lnformaai 
Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan 
pertimbangan tertulis da1am hal auatu Inrormasi Publik 
dikecualikan atau Pe-rmintaan lnformasi Publik ditolak. 

Bagian Kecmpat 
Standar Opera.aionaJ Ptoaedur Pejabat Pengelola Jnformasi dan 

Dokumentasi 
l'B8al 9 

(II Dalam menyelenggarakan tugaanya PPID berpedoman 
pada SOP. 

(2) Jenis-jenls SOP PPIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar lnformasi 

Publik; 
b. SOP Pelayanan Permohonan lnformasi Publik; 
c. SOP Uji Konsekuensi lnformasi Publik; 
d. SOP Penanganan Keberatan lnfonnasi Publik: 
e. SOP Faailitasi Sengketa lnformasi; dan 
f. SOP lain yang dipandang perlu. 

(3) Format SOP seoogaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran 11, yang merupakan oogian 
tidak terpiM.hkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kellina 
Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar lnformaai Publik 

Pua! 10 
(IJ PPID Pelaksana dibantu oleh Petugas Pelayanan lnformasi 

menghimpun lnformasi Publik dari aeluruh unit kerja 
dan/atau satuan kerja lingkup Pe-merintah Daerah. 

(2) PPID Pelaksana menyusun usulan Daftar lnformasi Publik 
ben:lasarkan Infomasi Publilc yang telah dihimpun dari 
seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja sebe.gaimana 
dimaksud pada ayat (!). 

(3) PPID Pelaksana menyampalkan usulan Daftar lnformasi 
Publik aebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPID. 

(4) PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan 
Da.ftar lnfonnasi Pu.blik sebagaimana dimakaud pada ayat 
13(. 

(5) PPID menetapkan Da.ftar Infonnaai Publik sebage.imana ! dimakaud pada ayat (4) daJam bentuk Keputusan. 

1 
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(6) Penetapan Daftar lnformasi Publik sebagaimana dimaksud 
p.ada ayat (5) berdasarkan penerujuan Atasan PPlD. 

(7) Daftar Infonnasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6 
(enam) bulan aekali. 

Pasa.l 11 
(I) DIP sekurang-kurangnya memuat: 

a. nornor, 
b. ringkaaan isi lnfonnasi; 
c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai 

lnformasi; 
d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan 

lnfonnasi; 
e. waktu dan tempat pembuatan lnformaai; 
t. bentuk lnfonnasi yang teraedia; dan 
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi andp. 

(2) Format DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian 
tidak: terpiaahkan dari Peraturan Bupati ini 

Bagian Keenam 

Ruang Pelayanan Informasi 
Paaal 12 

(I) RPI terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan 
dilengkapi dengan aarana dan prasarana yang mem.adai 
dengan memperhatikan Akaesibilitas bagi Penyandang 
Disabilitaa. 

(2) RPI dikelola oleh PPID bersama pejabat fungsional 
dan/atau petugas pelayanan infonnasi. 

Bagian Ketujuh 
Siatem Jnfonnaai Publik 

Pasa.113 
(1) SIP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk 

mempennudah ak:sea pela,yanan Informasi Publik. 
(2) Pengembangan SIP aebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilakukan eecera terintegrasi antara PPID dengan PPID 
Pelaksana. 

Bagian Kedelapan 
1.aporan l.ayanan lnformasi Publik 

Pasa.1 14 
(I) LLIP wajib dibuat dan disediakan oleh PPID paling lamb.at 

3 (tiga) bulan setelah tahun pelakaanaan tahun anggaran 
berakhir. 

(2) Salinan LUP ae� dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Komiai lnformasi. 

(3) WP, sekurang-kurangnya memuat: 
a. gambaran umum kebijakan pelayanan lnformasi Publik 

di lingkungan Pemerintah Daerah; 
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tidak: terpiaahkan dari Peraturan Bupati ini 

Bagian Keenam 

Ruang Pelayanan Informasi 
Paaal 12 

(I) RPI terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan 
dilengkapi dengan aarana dan prasarana yang mem.adai 
dengan memperhatikan Akaesibilitas bagi Penyandang 
Disabilitaa. 

(2) RPI dikelola oleh PPID bersama pejabat fungsional 
dan/atau petugas pelayanan infonnasi. 

Bagian Ketujuh 
Siatem Jnfonnaai Publik 

Pasa.113 
(1) SIP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk 

mempennudah ak:sea pela,yanan Informasi Publik. 
(2) Pengembangan SIP aebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilakukan eecera terintegrasi antara PPID dengan PPID 
Pelaksana. 

Bagian Kedelapan 
1.aporan l.ayanan lnformasi Publik 

Pasa.1 14 
(I) LLIP wajib dibuat dan disediakan oleh PPID paling lamb.at 

3 (tiga) bulan setelah tahun pelakaanaan tahun anggaran 
berakhir. 

(2) Salinan LUP ae� dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Komiai lnformasi. 

(3) WP, sekurang-kurangnya memuat: 
a. gambaran umum kebijakan pelayanan lnformasi Publik 

di lingkungan Pemerintah Daerah; 
b. gambal'fl.n umum pelakaanaan pelayanan ln(onnasi 

Publik, antara lain; 
1) � dan prasarana pelayanan lnfonnasi Publik t 



yang dimiliki bescrta kondisinya; 
2) sumber daya manus.ia yang menangani pe)ayanan 

lnformaai Publik bescrta kualifikasinya; dan 
3) anggaran pe�anan Inronnaai aerta laporan 

penggunaannya. 
c. rincian pelayanan lnformaai Publik yang mcliputi: 

1) jumlah permohonan Informasi Publik; 
2) waktu yang diperlukan dalaJn memenuhi setiap 

pennohonan lnfonnui Publik dengan klaai(ikasi 
tertentu; 

3) jumlah pennohonan lnformasi Publik yang 
dikabulkan baik scbagian atau scluruhnya; dan 

4) jumJah pennohonan Jnrormaai Publik yang ditolak 
beaena alasannya. 

d. rincian penyeleaaian !lengketa lnfonnaai Publik, 
meliputi: 
I) jumlah keberatan yang diterima; 
2) tanggapan atas kcberatan yang diberikan clan 

petakaanaannya; 
3) jumlah pennohonan penyelcsaian scngketa ke 

Komi111 Informasi yang berwenang; dan 
4) hasi.l mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi 

lnfonnasi yang berwenang clan pelaksanaannya oleh 
Pemerintah De.erah; 

e. kendala internal dan ckstcmal dalam pelakaanaan 
layanan lnfonnasi Publik; dan 

f. Rckomendasi dan rencana tindak lanjut untuk 
mcningkatkan kualitas pelayanan lnformasi. 

Paaal 15 
(I) LLIP mcrupakan bagian dari lnfonnasi Publik yang wajib 

terscdia sctiap saat. 
(2) LUP scbagaimana dimaksud pada ayat (I] diumumkan 

kcpada publik dan diu.mpaikan kcpada ataaan PPID. 
(3) LUP scbap.imana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kcpada Bupati olch atasan PPID. 

BABIV 
MEKANISME PERMOHONAN 

INP'ORMASI PUBUK 

Pasal 16 

(I) Pemohon lnformaai Publik mengajukan Pennintaan 
lnformaai Publik mcla1ui PPID. 

(2) Pemohon lnfonnasi Publik wajib mclampirkan idcntitas 
pada saat mcngajukan Permintaan lnformaai Publik melalui 
PPID scsuai dcngan kctentuan peraturan perundang 
undanga.n. 

(3) Pemohon lnformaai Publik orang perorangan pa.ling aeclilat 
mclampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau aurat 
keteranga.n kcpcndudukan dari Dinaa Kcpendudukan dan 
Catatan Sipil sctempe.L 

(4) Pemohon lnfonnaai Publik Badan Hukum paling aeclikit 
mclampirkan fotokopi akta pendirian ba.dan hukum yang 
telah mcndapat pengcsahan dari Kemcnterian Hukum dan { 
Hak Asasi Manuaia. \ 
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3) anggaran pe�anan Inronnaai aerta laporan 
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dikabulkan baik scbagian atau scluruhnya; dan 

4) jumJah pennohonan Jnrormaai Publik yang ditolak 
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(5) Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa 
dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan 
kependudukan pemberi kuasa. 

(61 Permintaan lnformaai Publik eebagaimana dimakaud pada 
ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di 
hadapan hukum. 

(7) Dalam ha] Pennintaan Jnfonnasi Publik dikuasakan kepada 
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 16), Pennintaan 
Infonnasi Publik harus disertai aurat kuasa khusus dengan 
dibubuhi metera.i yang cukup aesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(8) Pemerintah Daerah wajib menyediakan saran.a dan 
prasarana Permintaan lnformaai Publik dengan 
memperhatikan Akaeaibilita1 bagi Penyandang DisabUita1. 

(9) Sarana dan prasarana Penruntaan lnformasi Publik bagi 
Penyandang Disabilita.s sebageimana dimaksud pada ayat 
(8) dilaksanakan seauai dengan ketentuan peraturan 
perundang·undangan. 

Paaal 17 

(IJ Pennintaan lnformasi Publik dapat diajukan secara tertulis 
me\alui media e\ektronik dan/atau non elektronik. 

(2) Permintaan lnformaai Publik sebagaunana dimakaud pad.a 
ayat (I) dilakukan dengan cara: 
a. tertulis dengan datang langsung kepada PPID; atau 
b. tertulia yang dikirimkan melalui surat elektronik (email). 

Pase.I IS 
(I) Oalam hal Permintaan Jnfonnasi Publik diajukan !leC8J'8. 

tertulia dengan datang langaung sebagaimana dimakaud 
dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, Pemohon lnformasi Publik 
harua mengiai formulir Permintaan Jnformasi Publik. 

(2) Dalam ha! Pemohon Informaai Publik memiliki kebutuhan 
khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan 
lnformaai dalam pengiaian formulir Pennintaan lnformaai 
Publik. 

(3) PPID mcmberikan nomor pendaftaran aetelah Pemohon 
Informaai Publik mengiai fonnulir Pennintaan Infonnaai 
Publik. 

(4) PPIO menyimpan aalinan formulir Permintaan Informaai 
Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai 
tanda bukti Permintaan lnfonnasi Publik. 

(51 Formulir Perm.intaan Jnformaai Publik aebagaimana 
dimakaud pada ayat (I) paling aedikil mencantumkan: 
a. nomor pendaftaran yang diiai berdasarkan nomor 

aetelah Permintaan lnformasi Publik dircgistrasi; 
b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum 

atau kuaaanya; 
c. nomor induk kependudukan seauai kartu tanda 

penduduk atau nomor surat keputuaan pengesahan 
badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; 

d. alamat; 
e. nomor telepon/e-mail; 
r. aurat kuasa khuaua dalam ha! Pennintaan 
g. lnform.aai Publik dilruasakan kepada pihak lain; 
h. rincian lnfonnasi yang diminta; 

(5) Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa 
dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan 
kependudukan pemberi kuasa. 
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(8) dilaksanakan seauai dengan ketentuan peraturan 
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Pase.I IS 
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khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan 
lnformaai dalam pengiaian formulir Pennintaan lnformaai 
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Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai 
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(51 Formulir Perm.intaan Jnformaai Publik aebagaimana 
dimakaud pada ayat (I) paling aedikil mencantumkan: 
a. nomor pendaftaran yang diiai berdasarkan nomor 

aetelah Permintaan lnformasi Publik dircgistrasi; 
b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum 

atau kuaaanya; 
c. nomor induk kependudukan seauai kartu tanda 

penduduk atau nomor surat keputuaan pengesahan 
badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; 

d. alamat; 
e. nomor telepon/e-mail; 
r. aurat kuasa khuaua dalam ha! Pennintaan 
g. lnform.aai Publik dilruasakan kepada pihak lain; 
h. rincian lnfonnasi yang diminta; 



,_ 

i. tujuan penggunaan Informaai; 
j. cara memperoleh Jnformasi; dan 
k. cara mcngirimkan lnformaai. 

(6) Ketcntuan mcngenli format formulir Pennintaan lnfonnasi 
Publik tercantum dale.Jn Larnpiran IV yang merupakan 
bagian yang tidak terpiaahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 
(I) Oalam haJ Pennintaan Informaai Publik dia,jukan mclalui 

surat elcktromk (email) sebagaimana dimaksud dalam PasaI 
17 ayat (2) huruf b, Pemohon lnforma.si Publik harus 
mencantumkan pa.ling acd1kit: 
a. nama lengkap orang pcrorangan a tau badan hukum a tau 

kuasanya; 
b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda 

pcnduduk atau nomor surat keputusan pcngesahan 
badan hukum dari Kemcntcrian Hukum dan Hak Asa.si 
Manusia; 

e. alamat; 
d. nomor telepon/e·mail; 
e. surat kuasa khusus dalam hal Pennintaan lnfonnasi 

Publik dikuaaakan kepada pihak lain; 
f. rincian lnfonnaai yang diminta; 
g. tujuan penggunaan Informaai; 
h. cara mempcrolch lnformaai; dan 
i. cara mcngirimkan lnformaai; 

(2) PPID memberikan nomor pcndaftaran kepada Pemohon 
Jnforma91 Publik setelah diterimanya pcnnintaan dengan 
mengirimkannya melalui eurat clektronik (email). 

Paaal 20 

(I) Dalarn hal Pemohon telah mcngajukan Pcnnintaan 
lnfonnaai Publik, PPID mencatat Pcrmintaan lnfonnaai 
Publik dalam buku register Pennintaan Informasi Publik. 

{2) PPJD mclakukan pemcriksaan kelcngkapan Pcrmintaan 
lnformaai Publik paling lambat 3 (tiga) hari scjak Pcrmintaan 
Infonn.aai Publik telah dicatat dalaln buku register 
Pcnnintaan lnformasi Publik. 

(3) PPID menyampaikan pcmbcritahuan tcrtulis kepada 
Pcmohon lnfonnasi Publik paling lambat IO (scpuluh) hari 
scjak Pcrmintaan lnfonnasi Publik dinyatakan lcngka.p. 

(4) Pcmbcritahuan tcrtulis scbagaimana dimaksud pada ayat 
(3) bcrisi: 
a. lnformasi Publik yang dimintA bcrada di bawah 

penguasaannya atau tidak; 
b. kctcrangan jika lnformasi yang diminta tidak bcrada di 

bawah penguasa..annya; 
c. mcncrima atau menolak Pcnnintaan lnfonnasi Publlk 

yang discrtai dengan alasan; 
d. bcntuk lnfonnasi Publik yang terscdia; 
e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan 

Informasi Publik yang diminta; 
f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan lnfonnasi 

Publik yang diminta; 
g. pcnje\asan atas penghitaman/pengaburan infonnasi yang\ 

diminta bila ada; 

,_ 

i. tujuan penggunaan Informaai; 
j. cara memperoleh Jnformasi; dan 
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(6) Ketcntuan mcngenli format formulir Pennintaan lnfonnasi 
Publik tercantum dale.Jn Larnpiran IV yang merupakan 
bagian yang tidak terpiaahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 
(I) Oalam haJ Pennintaan Informaai Publik dia,jukan mclalui 

surat elcktromk (email) sebagaimana dimaksud dalam PasaI 
17 ayat (2) huruf b, Pemohon lnforma.si Publik harus 
mencantumkan pa.ling acd1kit: 
a. nama lengkap orang pcrorangan a tau badan hukum a tau 

kuasanya; 
b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda 

pcnduduk atau nomor surat keputusan pcngesahan 
badan hukum dari Kemcntcrian Hukum dan Hak Asa.si 
Manusia; 

e. alamat; 
d. nomor telepon/e·mail; 
e. surat kuasa khusus dalam hal Pennintaan lnfonnasi 

Publik dikuaaakan kepada pihak lain; 
f. rincian lnfonnaai yang diminta; 
g. tujuan penggunaan Informaai; 
h. cara mempcrolch lnformaai; dan 
i. cara mcngirimkan lnformaai; 

(2) PPID memberikan nomor pcndaftaran kepada Pemohon 
Jnforma91 Publik setelah diterimanya pcnnintaan dengan 
mengirimkannya melalui eurat clektronik (email). 

Paaal 20 

(I) Dalarn hal Pemohon telah mcngajukan Pcnnintaan 
lnfonnaai Publik, PPID mencatat Pcrmintaan lnfonnaai 
Publik dalam buku register Pennintaan Informasi Publik. 

{2) PPJD mclakukan pemcriksaan kelcngkapan Pcrmintaan 
lnformaai Publik paling lambat 3 (tiga) hari scjak Pcrmintaan 
Infonn.aai Publik telah dicatat dalaln buku register 
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bawah penguasa..annya; 
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f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan lnfonnasi 

Publik yang diminta; 
g. pcnje\asan atas penghitaman/pengaburan infonnasi yang\ 

diminta bila ada; 



h. permintaan Infonnasi Publik diberikan sebagian atau 
seluruhnya; dan 

i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan 
karena belum dikuasa.i a.tau belum didokumentasike.n. 

(5) Ketentuan mengenai format pemberitahuan tertulis 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan be.gian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 21 
(1) Buku register Permintaan lnformasi Publik pa.ling aedikit 

memue.t. 
a. nomor pendaftaran Permintaan lnformasi Publik; 
b. tangga] Pennintaan Informa.si Publik; 
c. nama lengkap orang perorangan ate.u badan hukum at.au 

kuasanya; 
d. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda 

penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan 
bad.an hukum dari Kementerian Hukurn dan Hak Asasi 
Manuaia; 

e. alamat; 
f. nomor telepon/e-mail; 
g. surat kuasa khusus dalam ha! Pennintaan lnformaai 

Publik dikuasakan kepada pihak lain. 
h. rindan lnformaai yang diminta; 
i. tujuan penggunaan lnfonnaai; 
j. status Iniormasi; 
k. format lnfonnasi yang dikuasa.i; 
J. jenia permintaan; 
m. alasan penolakan dalam hal Pennintaan lnfonnasi Publik 

ditolak; 
n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian 

Informasi; dan 
o. biaya dan cara pembayaran untuk rnendapatkan 

lnformaai Publik yang diminta. 
(2) Ketentuan rnengenai format buku register Permintaan 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran YI yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 22 
(I) Dalam ha! Pcnnintaan Informasi Publik tidak: memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 
18, dan Paaal 19, Pennintaan Informasi Publik dinyatakan 
tidak lengkap. 

(2) Dalam ha! Pennintaan lnfonnasi Publik dinyatakan tidak 
lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap 
untuk disampaikan kepada Pemohon Jnformasi Publik. 

(3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan 
lnformasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
hari kerja i,ejak: surat keterangan tidak Jengkap diterima 
Pemohon Jnformasi Publik. 

(4) Dalam ha! Pemohon lnformasi Publik tidak: menyerahkan 
perbaikan Pennintaan lnformasi Publik yang diajukan, PPID 
memberikan catatan pe.da buku register Permintaan 
lnformasi Publik tanpa. harus menindaklanjuti Permintaan i Infonnasi Publik yang diajukan. 

\ 
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lnformaai Publik yang diminta. 
(2) Ketentuan rnengenai format buku register Permintaan 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran YI yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 22 
(I) Dalam ha! Pcnnintaan Informasi Publik tidak: memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 
18, dan Paaal 19, Pennintaan Informasi Publik dinyatakan 
tidak lengkap. 

(2) Dalam ha! Pennintaan lnfonnasi Publik dinyatakan tidak 
lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap 
untuk disampaikan kepada Pemohon Jnformasi Publik. 

(3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan 
lnformasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
hari kerja i,ejak: surat keterangan tidak Jengkap diterima 
Pemohon Jnformasi Publik. 

(4) Dalam ha! Pemohon lnformasi Publik tidak: menyerahkan 
perbaikan Pennintaan lnformasi Publik yang diajukan, PPID 
memberikan catatan pe.da buku register Permintaan 
lnformasi Publik tanpa. harus menindaklanjuti Permintaan i Infonnasi Publik yang diajukan. 

\ 



Pasal 23 

(I) Oalarn hal Pennintaan lnfonnui Publik ditolak, PPID 
mcnyampaikan surat keputuaan tentang penolakan 
pennlntaan informasl publik dengan mencantumkan alaaan 
penolakan. 

(2) Contoh fonnat surat keputusan tentang penolakan 
Permintaan Informui Publik aebegaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan 
be.gian yang tidak terpiaahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pa,al 24 
(1) Oalafn hal Pennintaan Jnformas.i Publik dikabulkan, PPID 

memberikan akaes bagi Pemohon lnformaai Pubtik untuk 
melihat dan mengetahui lnformui Publik yang dlbutuhkan 
di tempe.t yang mernadai. 

(2) Dalarn hal Pemohon Infonnasi Publik meminta sa.linan 
lnfonnasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (l), PPID 
memberikan eal.inan lnfonnaai Publik yang dibutuhkan 
dalarn bentuk dokumen digita1 (.softcopyj atau dokumen 
nondigital {hardoopyj. 

(3) Pemohon lnfonnasi Publik yang meminta sa1inan lnfon:na.si 
Publik wajib: 
a. mengisl formullr permintaan salinan lnfonnasi Publik; 

dan 
b. membayar atau mengganti biaya sa1inan lnfonnasi 

Publik jika dibutuhkan. 

Pasal 25 
(1) PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang diaertai 

dengan alaaan tertulis kepada Pemohon lnformasi Publik, 
dalarn hal PPl.D belum: 
a. menguasai atau mendokumentasikan lnfonnasi Publik 

yang diminta; dan/atau 
b. dapat memutue.kan atatua lnfonnasi yang dimohon. 

(2) Perpanjangan aebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan paling Iambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka 
waktu pemberitahuan tertulia dan tidak dapat diperpanjang 
lqi. 

BABV 

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SAUNAN INFORMASI PUBUK 

PaMI 26 
(1) Pen eta pan atandar biaya perolehan sal.inan lnfonnasi Publik 

didalllll"kan pada: 
a. prinsip untuk meringankan Pemohon lnformasi Publik.; 
b. pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di 

wilayah setempat; 
c:. masukan dart muyarakat; dan 
d. ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penetapan standar biaya Informa.si Publik sebagaim.ana 
dimaksud pada ayat (I) terdiri ataa: 
a. biaya penyalinan lnfonnasi Publik; 
b. dan/atau b. biaya penginman lnforme.s.i Publik; 

(3) Standar biaya perolehan sal.inan lnformasi Publik 
aebaga.imana dimaksud ayat (lJ ditetapkan eeeuat dengan ft ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1 
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BABVI 

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI 

Bagian Kesa.tu 
Keberatan 
Pa,al 27 

(1) Pemohon lnformasi Publik dapat mengajukan keberatan 
dalam hal ditemukannya alasan aeba.gai berikut: 
a. penolakan berdasarkan alasan pengecualian lnformasi 

Publik; 
b. tidak disediakannya lnfonnasi berkala; 
c. tidak ditanggapinya pennintaan Jnformasi Publik; 
d. pennintaan Informasi Publik ditanggapi tidak 

aebagaimana yang diminta; 
e. tidak dika.bulkannya pennintaan lnfonnasi Publik; 
f. pengenaan biayayang tida.k wajar; dan/atau 
g. penyampaian lnformaai Publik yang mclebihi waktu 

yang diatur dalam Undang-Undang. 
{2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

ditujukan kepada Ataaan PPID. 
131 Pengajuan keberatan aebagaimana dimakaud pada ayat ( I) 

dapat dikuaaaka.n kcpada pihak lain yang cakap di 
hadapa.n hukum. 

(4) Dalarn hal pengajuan keberatan dikuasakan kepacla pihak 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan 
keberatan harus disertai surat kuasa khuaua dengan 
dibubuhi metcrai yang cukup aeauai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(5) Ala!lall aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
sampai dengan huruf g dapat diaelesaikan secara 
muayawarah olch kedua belah pihak. 

Paaal 28 

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon lnfonnaai Publik dalarn 
jangka waktu paling la.mbe.t 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud 
dala.m Pasal 27 ayat (1). 

(2) Atasan PPID wajib memberikan tangge.pan aecara tertuli1 
yang disampaikan kepsda Pemohon lnfonnasi Publik yang 
mengajukan keberatan atau kuasanya paltng lambat 30 
(tiga puluh) hari kerjs sejak dicatatnya pengajuan 
keberatan tereebut dalam register keberatan. 

{3) Tanggapan tertuli1 sebag.aimana dimak:1ud pada ayat (2) 
paling sedildt memuat: 
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; 
b. nomor eurat tanggapan atas keberatan; dan 
c. uraian mengenai bantahan atas alasa.n pengajuan 

keberatan. 
(4) Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan lnformasl 

berdasarkan alason pengecualian lnformasi Publik, wajib 
menyertakan surat keputusa.n pengecualian lnformasi. t 

BABVI 

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI 

Bagian Kesa.tu 
Keberatan 
Pa,al 27 

(1) Pemohon lnformasi Publik dapat mengajukan keberatan 
dalam hal ditemukannya alasan aeba.gai berikut: 
a. penolakan berdasarkan alasan pengecualian lnformasi 

Publik; 
b. tidak disediakannya lnfonnasi berkala; 
c. tidak ditanggapinya pennintaan Jnformasi Publik; 
d. pennintaan Informasi Publik ditanggapi tidak 

aebagaimana yang diminta; 
e. tidak dika.bulkannya pennintaan lnfonnasi Publik; 
f. pengenaan biayayang tida.k wajar; dan/atau 
g. penyampaian lnformaai Publik yang mclebihi waktu 

yang diatur dalam Undang-Undang. 
{2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

ditujukan kepada Ataaan PPID. 
131 Pengajuan keberatan aebagaimana dimakaud pada ayat ( I) 

dapat dikuaaaka.n kcpada pihak lain yang cakap di 
hadapa.n hukum. 

(4) Dalarn hal pengajuan keberatan dikuasakan kepacla pihak 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan 
keberatan harus disertai surat kuasa khuaua dengan 
dibubuhi metcrai yang cukup aeauai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(5) Ala!lall aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
sampai dengan huruf g dapat diaelesaikan secara 
muayawarah olch kedua belah pihak. 

Paaal 28 

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon lnfonnaai Publik dalarn 
jangka waktu paling la.mbe.t 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud 
dala.m Pasal 27 ayat (1). 

(2) Atasan PPID wajib memberikan tangge.pan aecara tertuli1 
yang disampaikan kepsda Pemohon lnfonnasi Publik yang 
mengajukan keberatan atau kuasanya paltng lambat 30 
(tiga puluh) hari kerjs sejak dicatatnya pengajuan 
keberatan tereebut dalam register keberatan. 

{3) Tanggapan tertuli1 sebag.aimana dimak:1ud pada ayat (2) 
paling sedildt memuat: 
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; 
b. nomor eurat tanggapan atas keberatan; dan 
c. uraian mengenai bantahan atas alasa.n pengajuan 

keberatan. 
(4) Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan lnformasl 

berdasarkan alason pengecualian lnformasi Publik, wajib 
menyertakan surat keputusa.n pengecualian lnformasi. t 



Paaal 29 
(1) Keberatan eebagaimana dimakeud dalam Pasal 28 ayat (1) 

diajukan aocara tertulia melalui media elektronik dan/atau 
nonelektronik. 

(2) Pengajuan keberatan aebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dilakukan dengan cara: 
a. tertulis dengan datang langsung ke PPID; atau 
b. tertulis yangdikirimkan melalui au rat elektronik (email). 

Pa88.l 30 

(1) Dala.m hal keberatan diajukan secara tertulis dengan datang 
langsung kepada PPID eebagaimana dimabud dalam Pasal 
29 ayat (2) huruf a, Pemohon Jnfonnasi Publik harus mengisi 
formulir keberatan. 

(2) Dalam hal Pemohon Infonnasi Publik memilild kebutuhan 
khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan 
lnformasi dalam pengui.ian formulir keberatan. 

(3) PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan 
sete!ah Pemohon lnformaai Publik mengisi formulir 
keberatan. 

(4) PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang 
telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti 
pengajuan keberatan. 

(S) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan; 
b. nomor pendaftaran Permintaan lnfonnasi Pubhk; 
c. tujuan penggunaan Informaai Publik; 
d. identitae lengkap Pemohon Infonnasi Publik yang 

mengejukan keberatan atau kuasanya; 
e. alasan pengajuan keberatan; 
f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi 

oleh Petugas Pelayanan Jnforma.si; 
g. nama dan ta.nda ta.nga.n Pemohon Informaei Publik yang 

mengajukan keberatan atau kuasanya; dan 
h. nama dan tanda tangan petugas Pelayanan Informasi 

yang menerima pengajuan keberatan. 
(6) PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan kcberatan 

kepada Pemohon lnfonnaei Publik atau kuaeanya. 
17) Kctcntuan mcngenai format formulir keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada 
Lampiran VIII yang merupakan bagian tida.k tcrpisahkan 
dari Pcraturan Bupati ini. 

Pasa.J 31 
(I) Dalam hal keberatan dtajukan me!alui surat elektronik 

(emailJ acbapimana dimakaud dala.m Paaal 29 ayat (2) huruf 
b, Pemohon lnfonnasi Publik harus mencantumkan paling 
eedikit: 
a. nomor pendafta.nln Pennintaan lnformaai Publik; 
b. tujuan penggunaan lnformasi Publik; 
c. idcntitu lengkap Pemohon lnformasi Publik yang 

mengajukan keberatan atau kuasanya; 
d. alaaan pengajuan keberatan; dan 
e. nama dan tanda tangan Pemohon lnfonnasi Pub\ik yang \ mengajukan keberatan atau kuasanya. 
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e. nama dan tanda tangan Pemohon lnfonnasi Pub\ik yang \ mengajukan keberatan atau kuasanya. 



-- 

(2) Sctclah mencrima kcberatan, PPID yang mcncrima 
pcngajuan keberatan rncngisi waktu pemberian tanggapan 
ataa kcberatan scrta mcmbubuhkan nama dan tanda 
tangan pe.da fonnulir kcbcratan. 

(3) Sctclah mcncrima kcbcratan ecbagaimana dimakaud pada 
ayat (2), PPID wajib membcrikan nomor pcndaftaran 
keberatan kepada Pcmohon Jnformasi Publik dengan 
mcntp.rimnya melalur aurat elektronik (email) Pcmohon 
Jnfonnaai Publik. 

Paaal 32 

( l) PPID wajib mcncatat pcngajuan kebcratan dalarn register 
kcberatan. 

(2) Register kebcratan acbagaimana dimakaud pada ayat (!) 
ackurang-lrurangnya memuat: 
a. nomor rcgiatrasi pcngajuan kebcratan; 
b. tanggal diterimanya kcbcratan; 
c. id.cntita.s lcngkap Pcmohon lnformaai Publik yang 

mcngajukan kcbcratan dan/atau kuaaanya; 
d. nomor pendaftaran Pcnnintaan lnformaai Publik; 
e. lnfonnasi Publik yang diminta; 
(. tujuan pcnggunaan Infonnui; 
g. alasan pcngajuan keberatan; 
h. alaaan pcnolakan/pembcrian; dan 
i. hari dan tanggal pcmberian tanggapan ataa kcbcratan; 

(3) Kctcntuan mcngcnai format rcgiater kebcratan ecbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran IX yang 
tidak tcrpiaahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

Bagi.an Kedua 
Scngkcta Informaai 

Pasal 33 
(IJ Upaya pcnyclcaaian Scngkcta lnfonnaai Publik diajukan 

kepada Kornisi Informui, apabila tanggapan Ataee.n PPID 
dalam proses kcbcratan tidak mcmuaskan Pcmohon 
lnfonnasi Pubhk. 

(2) Upaya penycleaaian Scngkcta lnformasi Publik diajukan 
dalam waktu paling lambat 14 (cmpat bclaa) hari kcrja 
ecteLah diterimanya tangg.apan tertulia dari Ataaan PPID. 

(3) Mckaniamc dan tata cara upa.ya pcnyelcsaian Scngkcta 
lnformasi Publik dila.kukan scsuai dcngan kctcntuan 
Peraturan Pcrundang·undangan. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 34 

Pendanaan yang diperlukan untuk pcngclolaan pelayanan 
lnformaa1 Publik dibcbankan pad.a Anggaran Pcndapatan dan 
Bclanja Dacrah. 1 

-- 
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BAB YIU 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaa.l 35 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ; 
a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang 

Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan 
Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana 
tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 
Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan Jnfonnasi Dan Dokumcntasi 
Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn 
PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan 

b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang 
Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
(PINOU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang {Serita Oacrah 
Kabupatcn Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); 

dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

Paaa.l 36 
Peraturan Bupatl in! mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang mcngetahuinya, mcmcrintahkan 
pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dcngan pcncmpatannya 
dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang. 

Ditctapkan di Pinrang 
pada tanggal, 14 Apol ?d13, 

BUPATI PINRANO, 

lt!AN,�AMID 

Oiundangkan di Pinrang 
pada tanggal, \'i Apti t, 101> 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

AERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN :io,1 NOMOR 1 I 
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IAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PINRANO 
NOMOR 7 TAHUN 102:) 
TENTANG PEDOMAN PENOEWLAAN 
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

STRUKTUR OROANISASI 

PENGEWLA J..O.YANAN PELAYANAN INFORMASI PUBUK 

-- 

PEMBINA 

ATASAN PPID �--- 
PPID 

Petuge.11 Pelllyanan 
lnformasi 

PPID PELAKSANA 
I 

I 
Pengelola Pcngclola Data dan 

Sckrctariat dan RPI Klasllikui lnFonnasl 

------. 
TIM 

PERTIMBANOAN 

BUPATI PINRANO, 

� 
IRW AN HAMID \ 
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' 
Ui.MPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 1 TAHUN ?Cl} 
TENTANQ PEDOMAN PENGELOLAAN 
PELAYANAN INFORMASI PUBLlK 

I = I (nama badan publik dan alamat, nomor tclepon, fab1mih, email (jib ada)J 

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK 
NO MOR PENDAPTARAN°: ---- -- •.•..•....•.• _ 

·- ' ....•.............••.•..••..............••.•.•........ _____ 
Nomor KTP'� l<TP' ' -- -·-· 

"'-' ' ·-············ ................................................. ---- 
Nomor Telepoo ' ____ .,.., .. ...................... . .. ·-······-·-········----- ·-· ' ·-············ ···-·-············-········-············ ········- - P�rjaan ' ---······· ···-·-···--····-·· ............................. - ........................ - ....................................... 
Rlncllln lnformul yang dlb11tuhbn ' ...... ........ ........... - .......... ....... -, .. , ....... _ .. _, _____ 
(T•mbllhkan kenas blla perlu) ........................... - ... .............. - ........... _,_ 

........................... - .................. - ........... _, ____ ,,_ 

........... ... . ... ........................... - ........... - ........... . ......... - ................................... ____ ,, _ _ ...................................................... -· .. - 
Tujuan Penggun.aan lnfonnast ' ........................... - .................. ........... _ 

...... _ -·-- .. --- --- .. ·-- -- _ ___ ,,_ 

............. ...... ...................................... ,,, ____ 
...... _ - --- - c.� M,m roleh h1fomw1- ' Mellllat IMefflmCIIIMend rkanlMenniut 

""'" tbn Sallnan 1nronnas:l 10l'lco 

Can Menc!apadtan S.linan lnfonnasl ' J t.Mengambil; LJ2. Kurlr; w 3. Via Pos; 
'" 

04. Faxlmlle D S. E·maU ·- "" !nformasl "'"' ,..,., peroleh, kam> g11nakan -·· ,.,,... ketentuan pen,ndang· 
undangan P'1I berblw. 

Plnr11n '°·- ---- _ ............ 
Petugas Pellly.,nan lnfonnasl Pemohon 

....... ,- ... , ..................... _ ........... ............. - .... , .. ... 

Ket.onngan: 
• · Dlls1 oleh petups berdasarb.n nomor nglmul permohonan lnformasi Publlk 
•• • Plllh salah satu dengao memberi tanda ( ./) 

: Walib mel11mplrkan fotocopy KTP 
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• 

Rak-ball Pemolloa 1:111--1 
a.dwrtma o ... ,.,.v.,,., •-- 14 Tu- 200a t-talll x.tembu. ................. 
I. Pemob- lllf--.1 INma.111: 11atllk 1111 I h,t:, Nhln.b. blfor eel J'alll 

.._..,. '1 ..... PaltUII: 111 = ,u (a) informasi yang apabila dihuka da.n 
diberinn kepada pemohon lnlonnul dapat: Mengha..mbat pn:>8CS peoegakan 
hulrum; Menggangu kepentingan perliDdungan ha.II: atas kekayaan 
intek:ktual dan perlindungan dari persainglul usa.ha tidak shat; 
Membahayakan pertahanan dan kcanuma.a Negara; Mengung.kap kekayaan 
alam Indonesia; Merugikan kelHhenan ekonomi nasional; Merugiltan 
Jcepent:ingan hubungan lua.r negr:ri; Mengungkap iii akta otentik yang befflifat 
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wuiat se9COff.llg; Mengungkap 
rahasia pribadi; Memorandum a tau sure.t-euat antar 8e11rn Publlk a tau intra 
Sadan Publik yang menurut llifatnya dirah&$ia.k:an kecuali atas putusan 
Komisi lnformasi 11.tau Penga.dilan; lnformasi yang tidak bok:h diung.kapkan 
berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Puhlikjuga de pat tids.k memberikan 
informasl yang belum dikual&i atau didolrumentaslkan. 

ll. PA8TIXAJf AJrDA IIUD.\J'A.T TODA ao&n PSJtMOHOlfil DfJ'OPH491 
BEJrlJpA. •o•o• PSJrDAJ'TA.Jtd u PSTtl'GM DfY'OllMASI/PPID. Bila 
tanda bulrti permohona.n infonnasl tids.k diberikan, tanyakan kepada petugas 
infonnasi alasannya, mungkin permintaan inform11.9111.nda kurang leng.kap. 

Ill. Pemohon lnfonnasi berhak mendapatkan pemlNritabaaa tertalls tentang 
diterima atau tidaknya permohonan informasi del.Rm jang.ka waktu 10 
(Npalllhl Md Mllja .ejak diterimaoya permohonan infonnasl ok:h Sadan 
Puhlik. Baden Publlk dapat memperpaajang waktu untuk member! jawaban 
tenulis I z 7 hut kmj•, dalaln hal: inl'ormasi yang diminta belum 
dilruese.i./didokumentesiken/ belum dapat diputusbn apakah inJormasl 
yang diminta termesuk informasl yang dikecualikan at.au tidak 

IV. ala,- yang di.kena.ka.n bagl permintean atas salinan informasi berdaserkan 
surat keputusan Pimpinan Badan Publik adelah (diisi sesuai dengan aurat 
keputuse.n Pimpine.n Baden Puhlikl 
............................................................................................................... 

V. Apebila ha� lllf--t tWe.11: pu.u dftl&'Ul llepa.tuu BMea Pa1aUk 
(111lael: 111eDOle.li: pnmlata,.a A.Du atau mealNribo bu.,- M!Mrt•• JU.I 
dlmtata).. malt.a pemohon informast dape.t mel\8,iljukan NINrataa kepada 
ata.a PPID delam jangke walrtu 30 (tip. pa11llt.J Md kelje sejak 
permohonan informasi ditolak/ditemukannye ele98o keberatan Jainnye. 
Atasen PPlD wajib memberikan tangg-pan tertulis eta.5 kebcratan yang 
diajuk.an Pemohon lnforme.si selambe.t· lembateye 30 11:lp. plllllhl Md kelje 
sejak diterima/dicatatnya pel1&8Juan keberatan d,J,m register keberatan. 

VJ. Apahila Pemohon lnimnesi t1dek J>U8S dengan keputusen Atasen PPID, make 
pemobon infonne.si depat mengejukan kebeslltan kepade K td lafw ad 
del,m jangka waktu 14 (-pat belul Md kelje sejak diterimanya 
keputuse.n etasan PPID olch Pernohon Jnformasi Publik. 

BUPAT1 PINRANO 

\ 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI PINRANO 
NOMOR 7 TAHUN 10'l.'!. 
TENTANO PEDOMAN PENOELOLAAN 
PELA.YANAN INF'ORMASI PUBUK 

I --- I ...,,,..Wa,publikal o1-.-1<1..-, t+nreb ..,..J(jib.io)I 

.......... - ....... - ta.na I � �- •• - ...........,. � .... ,.....,..im,..,..... ..,...._,...,., ' ·- ' ------·· ·-·--------··· - ' - N-TMp(NI ' - ..... ' 
"-bmQlh...., oebopl ""1kul. • lafonnut u,., - .. •• /laH,ol l1el"blt lnfonnaul - -1-.! 

� - ,. hllpualn lllformul Pllblllr. .. D a.d.,n P..t,Hk loln, )'Ill 

Bmlllkffslk)'Vllltenedla .. D So/o1f1J' (""nn.uulc rdwun) 

" D ""'*°f'Y/..UIWI leltUII< 

1 IL.11• ya ... -iw,"• D l'N)-,,IIIIAII ., • Ou111 ... lemhar)• ltp._.. 

D ......... .,_ 
D -- .,_ - .,_ 

•• 
__ ....,..... - �uu, ptllplwnan iolormul ,arc dlmohoo-i:wnbahkln unat blla Jlfflll} 

s, 

• -.i11c1.111-..i-- .. 
D 1rt1onnu1,....dlrnl11tot,o,homdll<uaal 

D lnformasl ,...dlm1ni1 bduni dldotume<!Wlba 

P<t,.,, lo-n lnfonnal )'*"I bclum dl-kan dilablwo dollnl )Mpa w_.,, ·- "-- ("'9fbulan/"'hunJ 
Pefablt ,.,.._ llitonnul <lu Doku-- (Pl'ID) 

-- ·-·-- ---- 
tl•llll I Llbdl nauo 

JC ....... : 
• ' Ooilo _........., __. pcw1ee .. "'""'"""' ,- mronw,; l'ooblik 
" ' Plhh ..... _...,,.......i.da{") 
••• ' Blaya p,,oy- (F(IIO;:,jpylllottc() dml- l:li-,.a p-:r.,..., � kw-. d., Jlul) _....._._,.,y .. ,.....,e,v .. 
•••• ' J,4·� ... � __ ..__.....,.....,.,., ... ......_ .... 

1'""11hit= ,. 
••••• O,is, dq-, """'-po wolluy ... )ClN...,.. _,....., """- y ... duniioca . 
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U..MPJRAN VII 
PERATURAN BUPATI PINRANO 
NOMOR 7 TAHUN UT1'l 
TENTANO PEDOMAN PENOELOLAAN 
PEI.AYANAN INFORMASI PUBUK 

CONTOH FORMAT SURAT KF.Pt!l'tJSAN PPID TENT ANO PENOLAXAN PERMINT AAN INFORMASI 

'"""" 
[......., badan l'\lblil: daa alamat. -*"'°"' rlQO,.ili, email GiQ Ida)] 

SURAT Kl:PtrnlSAN PPII) Tt.VTANC PENCN.AXAN PUMUr,"l'AAN 
INFOR.\IASI PURUk 

N .. P-•tloru: • 

Noma Tdp'em.lil 

Ri ...... lnfonnui YMI di� 

PPID mtmutulUII bobwl. Inform• yq d>minia 1d1hih. 

INPOR.\tASI YANG DIKtCUAUKAN 

Penp,;:141..., h>formui dodulrbn P9'i& ....... 
D Pawl 17 ttiiruf .. .. UU Kelffllllklln lnformui Publik •• 

D """ ... """'""·"- ... 
s..i.- � PUii .Pa.Al do -. mrmbllka lm<lrm&li irnob\11 dal"l rumimbulken kMwln•li KOIIII 

"""" . .. . . . . .. . .. .. . . . . . 

r,q Peniubon lnfonwi uberaWI - penolabn ;,. IMkl P...._. lnformQi � IP«lilU'*- bben1111 
kcpeda .wan PPID ldunbll�ombMnya lO (llp pululi) lwi kerj1 .,;.I< _,..._. Sur-. Kq,ulllNII ilU 
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•••• DI•• oldl PftUp14fflP" .....,.,..Mir.an buulmWIS Jqb ...mi pemberiWII.IID tortulit 

oct,qaimllll dinJr d.al&m uu IUf' du Pennnii ini 
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' LAMPIRAN Vil! 
PERATURAN BUPATI PJNRANG 
NOMOR 7 TAHUN 102", 
TENTANG PEDOMAN 
PENGEWLAAN PELAYANAN 
INFORMASJ PUBUK 

FORMAT FORMUUR KEBERATAN !RANOKAP DUA) 

I'°"-""' I 
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTMN INFORMASI PUBLIK 

A. lfl'l'OltlllA5l l'IN"'lt) KEIIBRA.TAN 
-Rq!str'UI Kebon,W,. 
r.- l'ffldaftaraa Pwmlntaan lnf-..1 
lul ..... Prnaw- h,f ......... ----* .. ·------------ ------- ·-----···---- 

----·--·------···---- 

'dUII PffllpSJ 

,,._ ........ 
ldoefrlltu Kuasa, p_ ... - ..... 

-----·------ __ 

I. UAS,ON PENGAIILUI l<DDATAN- 
a. Permo-.. Womwil dltola 

1- b. 1 .. rormai:1 be<bL1 ddlk -1fate,, t: c. '"""'- lnfonnlsl - dlmncpc,I 
I- d. "-""l- lm>fmul lltaaa;apl ddak � yqdlllllMI 
1- a. Pmnl-lnfonnuldd.kdll"'fl'lhi 
I- l B!")'ll Y""'I dlltenakan - -!Ar 

1, lnformaoi .......,palkan rneleWbi � inlmt rqdtteatukM � 

0. HAlll/fANGGAL TAIWGAJIAN AT,U KDIR-TAN - DIB£RIICAN, 
(T..,..i. bull.n,-n).. (dlbleleh PttupsJ- 

,_ Demi--.,,.., 1.i •JII ounpatbn, oiu pe11,ollan du i.ncPl"'""I'• "'YO """PQn cm ... bah. 
Plnro"" ('-IPL 1,ui..., tahuo,--. 

[Pen�uKebeMa!IJ 

--------- 
N..,.. I -ra..... Tanpn 

' - -- -- --- 

Nomorropllltrpmpluankobeo&lkdllsl be, I .._, bulni "'ll*'PfflP)...,.ul,,onw, 
ldmdtu D1M1 .............. <llsl jiu, ada ku ... I* t "'"'Y' <Ian melamjllnwl Siu• r..- 
s..11.11 denpo, hsll 15 UU KIP, dlpKh olth Pff&llu loetlHatan-..1 denpn � yq dlalukH 
Dlld .............. blffl1IWI ....... walrtu da1- UU KIP 
T'anga)clisl-.l.........,_..,.dli.rl.....,..penp1 ..... -.it111,.ituott,,k-..dl.,mba 
...._..,,._......,-. �P""Pl....,lod,,enun 
Dalamhall I zmdlajokan-.lanpa"l-formulfr--...j<lpdl-...,iolehpotugu 
,.,... .............. _.J ..... --.. 
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